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ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “/mplementasi kebijakan Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan
Peraturan Perusahaan di Kota Palembang". Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang
dibuat secara tertulis oleh perusahaan yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib
perusahaan. Pengusaha yang memperkerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10
(sepuluh) orang wajib membuat peraturan perusahaan. Pembuatan peraturan perusahaan
merupakan tanggung jawab pengusaha, yang dalam proses pembuatannya harus
memperhatikan saran dan pertimbangkan dari pekerja/buruh. Latar Belakang Penelitian ini
adalah adanya perusahan yang membuat peraturan perusahaan tidak sesuai dengan undang-
undang Ketenagakerjaan. Jenis penelitian ini adalah deskriptif, yang mengunakan metode
penelitian kualitatif, jenis data yang digunakan data sekunder dan data primer. Penelitian
ini menggunakan teori Van Hord dan Van Metter. Dari hasil penelitian penulis
mendapatkan beberapa penemuan, diantaranya mengetahui apa saja tujuan serta manfaat
dari Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan dan Pekerja/Buruh dan juga gambaran
bagaimana peraturan perusahaan di jalankan di sebuah perusahaan serta penanganan
masalah setelah pra pengesahaan peraturan perusahaan baik bagi perusahaan maupun
pekerja/buruh, serta masih banyak perusahaan yang tidak membuat peraturan perusahaan
yang seharusnya menjadi pedoman dalam lingkungan kerja. Solusi yang diberikan adanya
pelatihan bagi perusahaan yang belum memahami dan denda bagi prusahaan yang tidak
membuat perturan perusahaan,

Kata Kunci : Peraturan Perusahaan, Pengesahaan, Implementasi
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ABSTRACT

This study is entitled "Implementation of policies for the Making and Ratification of
Company Regulations in Palembang City." Company regulations are regulations that are
made in writing by a company that contains work conditions and company regulations.
Entrepreneurs who employ workers / laborers at least 10 ( ten) people are obliged to make
company regulations Making company regulations is the responsibility of the
entrepreneur, which in the process of making it must take into account the suggestions and
considerations of the workers / laborers Background This research is that there are
companies that make company regulations not in accordance with the Manpower Law.
This research is descriptive, which uses qualitative research methods, the type of data used
is secondary data and primary data. This study uses the Van Hord and Van Metter theory.
From the results of the research the authors get several findings, including knowing what
are the objectives and benefits. from Company Regulations for Companies and Workers /
Laborers and also a description of how company regulations are implemented in a
company and handling problems after pre-legalization of company regulations for both
companies and workers / laborers, and there are still many companies that do not make
company regulations which should be a guideline in work environment. The solution
provided is training for companies that do not understand and penalties for companies that
do not make company regulations.

Keywords: Company Regulations, endorsement, implementation.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk hidup, artinya yang tidak dapat terpisah antara jiwa dan
raga. Sebagai makhluk sosial seorang individu tidak dapat berdiri sendiri, saling
membutuhkan satu dengan yang lainnya dan saling berhubungan sosial ditengah kehidupan
masyarakat . Hubungan yang baik pun sangat dibutuhkan dalam hal membentuk kerjasama

antara pengusaha dan pekerja, yang disebut dengan hubungan industrial.

Hubungan Industrial adalah hubungan semua pihak yang terkait atau berkepentingan
atas proses produksi barang atau jasa di suatu perusahaan. Pihak yang paling berkepentingan
atas keberhasilan perusahaan dan berhubungan langsung sehari- hari adalah pengusaha atau
manajemen dan pekerja. Disamping itu masyarakat juga mempunyai kepentingan, baik
sebagai pemasok faktor produksi yaitu barang dan jasa kebutuhan perusahaan mapun sebagai
masyarakat konsumen atau pengguna hasil- hasil perusahaan tersebut, karena masyarakat

pun tidak dapat melaksanakan kegiatanya sendiri-sendiri.

Hubungan antara peraturan perusahaan dalam konteks hubungan industrial saling

berkaitan. Dalam Bab XI, Pasal 102, menjelaskan :

1. Dalam melaksanakan hubungan Industrial mempunyai fungsi menetapkan kebijakan
memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap

pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

2. Dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat
buruhnya mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajiban, menjaga

ketertiban demi kelagsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis,



mengembangkan keterampilan, dan keahliannya serta ikut memajukan perusahan dan

memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluargannya.

3.Dalam melaksanakan hubungan industrial, pengusaha dan organisasi pengusahanya
mempunyai fungsi menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha, memperluas lapangan
kerja, dan memberikan kesejahteraan pekerja/buruh secara terbuka, demokratis, dan

berkeadilan.

Dari penjelasan di atas dapat kita ketahui bahwa Hubungan Industrial sangat penting

dalam Peraturan Perusahaan untuk melakukan penindakan kepada pelaku pelanggaran demi

terciptanya kemitraan dan kerjasama yang baik.

Dijelaskan dalam pasal 103. Hubungan Industrial dilaksanakan melalui sarana :

1. Serikat pekerja/ buruh
2. Organisasi pengusaha
3. Lembaga kerja sama bipartit
4. Lembaga kerja sama tripatit
5. Peraturan perusaaan
6. Perjanjian kerja bersama
7. Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan
8. Lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial
Setelah kita mengetahui delapan hal dari sarana Hubungan Industrial diatas, penulis
memfokuskan akan membahas lebih lanjut mengenai peraturan perusahaan dalam point ke-
lima. Hubungan Industrial sangat penting di Indonesia, dalam penerapan dunia Kerja,
hubungan industrial mendorong terciptanya ketenangan berusaha dan bekerja, peningkatan

poduksi dan produktivitas kerja serta keterampilan tenaga kerja. Hubungan industrial yang



baik akan mempermudah setiap pihak mencapai tujuannya. Kondisi ini efektif untuk

meningkatkan produktivitas serta dapat mensupport ekonomi Negara.

Peraturan Perusahaan merupakan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang
ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang- undang sebagaimana mestinya.
Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh Perusahaan yang
memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan. Peraturan Perusahaan dibuat untuk
menjadi pegangan bagi perusahaan maupun karyawan yang berisikan tentang hak-hak dan
kewajiban masing- masing pihak dengan tujuan memelihara hubungan kerja yang baik dan
harmonis antara pengusaha dan karyawan, dalam wusaha bersama meningkatkan
kesejahteraan karyawan dan kelangsungan usaha perusahaan. Dalam Hal ini Pemerintah
telah mengaturnya dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 28
Tahun 2014 tentang cara pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan
dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama. Bab Il, Pasal (2) ayat (1) mengatakan :
Pengusaha yang mengerjakan pekerja/ buruh sekurng- kurangnya 10 orang wajib membuat
Peraturan Perusahaan. Kemudian dilanjutkan dalam Pasal (5) mengatakan : Pembuatan

Peraturan Perusahaan merupakan kewajiban dan tanggung jawab pengusaha.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan. Bab XI, Bagian Keenam, Pasal 108 menjelaskan :

1. Pengusaha yang memperkerjakan pekerja/buruh sekurang- kurangnya 10 orang
wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh

Menteri atau yang ditujuk.

2. Kewajiban membuat Peraturan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

tidak berlaku bagi perusahaan yang telah memiliki perjanjian kerja bersama.



Dilanjutkan dalam Pasal 109 menjelaskan : ¢ Peraturan Perusahaan disusun oleh dan
menjadi tanggung jawab dari pengusaha yang bersangkutan.” Kemudian dilanjutkan dalam

Pasal 110, menjelaskan :

1. Peraturan perusahaan disusun memperhatikan saran dan pertimbangan

pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan.

2. Dalam hal ini perusahaan yang bersangkutan telah terbentuk serikat pekerja/buruh
maka wakil pekerja/buruh sebagaimana dimaksud ayat 1 adalah pengurus serikat

pekerja/serikat buruh.

3. Dalam hal di perusahaan yang bersangkutan belum terbentuk serikat
pekerja/buruh, wakil pekerja/buruh sebagaimana dimaksud ayat 1 adalah pekerja/
burun yang dipilih secara demokratis untuk mewakili kepentingan para

pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan.

Dari penjelasan diatas dapat kita katakan bahwa komunikasi antara pihak perusahaan
dan pekerja/buruh perlu dilaksanakan dengan baik, seagaimana kita ketahui salah satunya
dengan adanya Peraturan Perusahaan yang dibuat oleh perusahaan maka, hak- hak dan

kewajiban pekerja/buruh dan perusahaan dapat berjalan baik sesuai Undang- Undang.

Untuk mengetahui bagaimana cara dalam pembuatan peraturan perusaahaan dapat
kita lihat dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Rebulik Indonesia Nomor 28 Tahun
2014. Bab 11, bagian kesatu tentang Tata cara Pembuatan Peraturan Perusahaan . pasal 2,

yaitu:

1. Pengusaha yang memperkerjakan pekerja/buruh sekurang- kurangnya 10 orang
wajib membuat PP.

2. Sekurang- kurangnya memuat:



Hak dan kewajiban pengusaha

o @

Hak dan kewajiban pekerja/buruh
Syarat kerja

a2 o

Tata tertib perusahaan

®

Jangka waktu berlakunya Peraturan Perusahaan

—h

Hal-hal yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari peraturan perundang-
undangan.

3. Syarat kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf ¢ memuat hal- hal yang
belum diatur dalam peraturan perundang- undangan , ketentuan yang lebih baik dari
peraturan perundang-undangan, dan rincian pelaksanaan peraturan perundang-
undangan.

4. Syarat kerja sebagaimana dimaksud ayat 2 huruf ¢ memuat hal-hal yang belum diatur
dalam peraturan perundang-undangan, ketentuan yang lebih baik dari peraturan
perundang-undangan, dan rincian pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

5. Dalam hal Peraturan Perusahaan akan mengatur kembali materi dari peraturan
perundang- undangan maka Peraturan Perusahaan tersebut mengatur lebih baik atau

minimal sama dengan ketentuan dalam peraturan- perundang- undangan.

Adapun tujuan dan manfaat peraturan perusahaan adalah :

1. Dengan peraturan perusahaan yang masa berlakunya 2 tahun dan setiap dua tahun harus

diajukan persetujuan kepada departemen tenaga kerja.

2. Dengan adanya peraturan perusahaan minimal akan diperoleh kepastian adanya hak dan

kewajiban pekerja dan pengusaha.

3. Peraturan perusahaan akan mendorong terbentuknya kesepakatan kerja bersama sesuai
dengan maksud Permen No.2 Tahun 1978

4. Setelah peraturan disahkan oleh departemen tenaga kerja maka perusahaan wajib

memberitahukan isi peraturan perusahaan.



5. Pada perusahaan yangtelah mempunyai kesepakatan kerja bersama tidak dapat

menggantinya dengan peraturan perusahaan.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014,

bagian kedua tentang Pengesahaan Peraturan Perusahaan, Pasal 7, menjelaskan :

1. Pengesahaan Peraturan Perusahaan dilakukan Oleh:

a. Kepala SKPD bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota, untuk perusahaan yang

terdapat hanya dalam 1 wilayah kabupaten/ kota.

b. Kepala SKPD bidang ketenagakerjaan provinsi, untuk perusahaan yang

terdapat pada lebih dari 1 kabupaten/ kota dalam 1 provinsi.

c. Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat
mendelegasikan kewenangan pengesahan Peraturan Perusahaan kepada direktur

yang menyelenggarakan urusan di bidang persyaratan kerja.

2. Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c dapat
mendelegasikan kewenangan pengesahan Peraturan Perusahaan kepada Direktur

yang menyelenggarakan urusan di bidang persyaratan kerja.

Salah satu perusahaan yang membuat peraturan perusahan dengan baik adalah Hotel
Santika Premiere Cabang Palembang adalah salah satu grup hotel di Indonesia dan dikelola
oleh PT. Grahawita Santika. Hotel Santika Premiere merupakan tempat penginapan yang
mempunyai brand valuenya yaitu “Indonesia Home” dan motto pelayananya, yaitu
“Hositality from the heart”. Hotel Santika Premiere selalu menonjolkan nilai kebudayaan
Indonesia, termasuk sisi keramah-tamahanya terhadap seluruh tamunya. Dan juga sudah
memiliki lebih dari 10 karyawan bahkan sudah termasuk perusahaan besar, maka dari itu

Perusahaan ini wajib membuat Peraturan Perusahaan yang sesuai dengan UU No.32 Tahun



2003. Peraturan Perusahaan yang dibuat Hotel Santika Premiere tersebut sudah dikoreksi
oleh Disnaker dan telah sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan, maka Peraturan

Perusahaan ini sudah di lakukan pengesahan oleh pihak Disnaker.

Jadi, dapat dikatakan setelah Peraturan Perusahaan diserahkan ke instansi yang
berwewenang seperti Dinas Ketenagakerjaan , maka Peraturan Perusahaan akan diperiksa
terlebih dahulu apakah Peraturan Perusahaan yang dibuat oleh perusahaan sudah sesuai
dengan Undang- Undang. Sama hal dangan Hotel Santika Premiere setelah perusahaan ini
memberikan Peraturan Perusahaan ke Pihak Dinas Ketenagakerjaan , maka akan dikoreksi
terlebih dahulu oleh pihak yang berwewenang ketika sudah sesuai dengan Perundang-
Undangan maka Peraturan Perusahaan akan di sahkan, tetapi jika tidak sesuai maka akan
dikembalikan lagi ke pihak perusahaan untuk di perbaiki. Karena, masih ada perusahaan
yang membuat Peraturan Perusahaan belum baik dan belum sesuai undang-undang yaitu
perusahan CV. Vizta Jaya. Perusahaan CV. Vizta Jaya sudah membuat Peraturan Perusahaan
untuk diterapkan untuk Perusahaanya agar Peraturan Perusahaan tersebut dapat berlaku
maka CV. Vizta Jaya memberikan Peraturan Perusahaan yang sudah dibuat diberikan ke
Disnaker, tetai ternyata Peraturan Perusahaa yang telah dibuat oleh CV. Vizta Jaya belum
dapat disah kan oleh pihak Disnaker karena masih banyak kesalahan pada Peraturan

Perusahaan yang dibuat. Dan tidak sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan.

Dari data diatas dapat kita lihat bagaimana keseriusan Dinas Ketenagakerjaan Kota
Palembang dalam memberikan solusi terkait Peraturan Perusahaan dan Pengesahan
Peraturan Perusahaan, sehingga dalam hal ini Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang
menetapkan kebijakan bagi perusahaan yang membuat Peraturan Perusahaan tidak sesuai
dengan Undang- Undang Ketenagakerjaan untuk memperbaiki agar Peraturan Perusahaan

dapat disahkan dan dapat terjalinya proses kerjasama yang baik.



Jadi, Peraturan Perusahaan ini merupakan pembahasan dan masalah penting di setiap
Dinas Ketenagakerjaan termasuk di Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang sendiri. Setiap
hari Disnaker Kota Palembang hampir mendapatkan empat sampai lima pengaduan terkait
masalah peraturan perusahaan ini, idealnya sesuai dengan Peraturan Perusahaan UU Nomor
13 Tahun 2003 sudah seharusnya setiap pengusaha yang ingin mendirikan perusahaan wajib
hukumya perusahaan itu melapor kepada Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang. Sehingga
pihak Disnaker khususnya bagian Seksi syarat kerja bisa mengetahui apakah Peraturan
Perusahaan yang telah dibuat perusahaan itu memenuhi atau tidak ketentuan dalam UU

Ketenagakerjaan.

Saat ini jumlah perusahaan yang telah membuat Peraturan Perusahaan di Kota
Palembang Pada Tahun 2019 berjumlah 142, sedangkan jumlah perusahaan di Kota
Palembang berdasarkan data Wajib Lapor Online ada 475 Perusahaan. Artinya masih sangat

sedikit Perusahaan yang memenuhi aturan.

Faktanya masih banyak perusahaan yang tidak mengindahkan kewajiban dalam
membuat peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama ini, diketahui berdasarkan data
wajib lapor online 2019 di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan
ada 475 perusahaan yang berdiri dan melapor, tetapi hanya ada 142 perusahaan yang
membuat dan memiliki Peraturan Perusahaan terdata di Dinas Ketenagakerjaan Kota
Palembang. Salah satu perusahaan besar dan sudah memiliki lebih dari 10 karyawan tapi
tidak membuat Peraturan Perusahaan adalah Perusahan Rumah Makan Pagi Sore, padahal
jika berdasarkan Undang-Undang Rumah Makan Pagi Sore ini wajib halnya untuk membuat
Peraturan Perusahaan. Berdasarkan catatan Disnaker Kota Palembang masih ada juga
perusahaan yang berdiri di Ibukota Sumatera Selatan ini yang tidak melapor dalam
mendirikan perusahaan hingga perusahaan itu beroperasional. Dan perusahaan yang telah

membuat Peraturan Perusahaan tetai tidak sesuai dengan Undang-Undang dan perlu di
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perbaiki adalah perusahaan CV. Vizta Jaya. Peraturan Perusahaan yang dibuat Perusahaan
CV. Vizta Jaya belum bisa disahkan oleh Disnaker karena isi peraturanya banyak tidak
sesuai Undang-undang seperti, CV. Vizta Jaya membuat peraturan “Kerja Lembur pada
dasarnya atas dasar sukarela” sedangkan berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan
“Kerja Lembur dilaksanakan melalui surat perintah lembur yang dikeluarkan atasan.” Selain
itu, banyak juga perusahaan yang membuat Peraturan Perusahaan hanya menguntungkan
pihak perusahaan sendiri. Seperti, ada juga permasalahan perusahaan yang sengaja atau lalai
mengakibatkan keterlambatan membayar Upah Pekerja/Buruh dan seharusnya setiap
Pekerja/Buruh harus memiliki Jaminan Sosial Kesehatan. Seperti misalnya, ada seorang
Pekerja/Buruh melapor ke pihak Disnaker bahwa hak mereka sebagai Pekerja/Buruh tidak
diberikan oleh Perusahaan seperti gaji, atau BPJS Kesehatan, maka nantinya pihak yang
berwewenang dalam hal ini Disnaker akan memanggil pihak perusahaan untuk dimintai
keterangan apakah hal itu benar, setelah itu akan dilakukan mediasi antara Pekerja/Buruh
dan pihak Perusahaan disini pihak Disnaker akan membimbing dan jadi penengah dari
mediasi tersebut dan memberikan solusi, jika tidak seperti ini maka Pekerja/Buruh tidaka
akan dapat memperjuangkan haknya. Saat Peraturan Perusahaan yang di ajukan oleh
perusahaan ke Dinas Ketenagakerjaan tidak sesuai dengan Undang- undang maka disinilah
tugas Dinas Ketenagakerjaan untuk mengoreksi dan memperbaiki Peraturan Perusahaan
sebelum Peraturan Perusahaan tersebut di sahkan oleh pihak Dinas Ketenagakerjaan
khususnya bidang seksi syarat kerja. Adanya wajib lapor yang dilakukan secara online itu
bertujuan untuk memonitoring atau melakukan pengawasan perusahaan dalam menerima
tenaga kerja. Serta pembayaran hak atas tenaga kerja. Hal ini diatur dalam Undang- undang

Nomor 13 tahun 2003.

Jadi dapat diketahui bahwa real masyarakat Kkita ini peran dari Peraturan Perusahaan

mengatur prilaku dan pedoman prilaku di lingkungan kerja. Pedoman prilaku itu belum tentu



semuanya dilaksanakan oleh karyawan maupun manajeman perusahaan. Pedoman prilaku
itu ialah yang dituangkan di dalam peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama yang
diambil dari aturan ketenagakerjaan dalam UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
yang mengatur mulai dari persyaratan kerja, disiplin kerja, kesejahteraan kerja dan gaji

pekerja.

Untuk Peraturan Perusahaan banyak dibuat oleh manajemen Perusahaan
berwewenang 95% bahkan 100% dikonsep oleh manajemen, beda hal dengan Perjanjian
Kerja Bersama isinya kurang lebih sama tetapi itu merupakan hasil dari manajemen dan
buruh atau serikat pekerja di perusaaan tersebut yang sesuai dengan perundang- undangan.

Berdasarkan data diatas, maka dapat dikatakan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian
Kerja Bersama merupakan prilaku dalam lingkungan bagi perusahaan, mempengaruhi
produktifitas pekerja, kesejahteraan pekerja dan juga masalah keberlangsungan perusahaan.
Semakin bagus kualitas Peraturan Perusahan dalam penerapanya maka akan semakin bagus
juga harapan perusahaan dan pekerja. Oleh karena itu fokus penelitian pada implementasi
kebijakan dipilih karena hal ini merupakan proses yang fundamental bagi pembentukan
sebuah kebijakan. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, penulis akan mengkaji
dan meneliti hal tersebut dengan judul “Implementasi Kebijakan Tata Cara Pembuatan

dan Pengesahan Peraturan Perusahaan di Kota Palembang”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang tersebut maka rumusan masalah pada penelitian ini
adalah “ Bagaimana Implementasi Kebijakan Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan

Peraturan Perusahaan di Kota Palembang?.”
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C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Imlementasi

Kebijakan Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan di Kota Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah ;

1. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan IImu Administrasi
Publik dan dapat menjadi referensi bagi penelitian mahasiswa lainnya yang ingin
melakukan penelitian yang berkaitan dengan proses perumusan kebijakan,
khususnya mengenai implementasi kebijakan tata cara pembuatan dan pengesahan

peraturan perusahaan serta pembuatan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama.

2. Secara praktis, dapat memberikan masukan kepada stakeholder, memberikan
sumbangan Pemikiran khususnya dalam hal peraturan undang- undang serta
peraturan peusahaan. Serta dapat meningkatkan terjalinya kerja sama dalam

lingkungan.
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